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Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD
yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017.

Perkembangan informasi pendapatan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat dan
hasil pembahasan RAPBD akan disempurnakan lebih lanjut pada saat penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran

yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2017 disusun dengan
mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan
KUA PPAS Tahun 2017 yang telah dikirim Pemerintah Kota Yogyakarta kepada
DPRD Kota Yogyakarta.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/S] Tahun
2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Surat Edaran Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 903/09859 tanggal 24 Agustus 2016 tentang
Tindak Lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan
penyesuaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan
Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan KUA PPAS
Tahun 2017.

Mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang
akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara

Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk



Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,
kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan
daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian yang dimaksud memuat
langkah-langkah konkrit dalam mencapai target. Selanjutnya kebijakan umum APBD

dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 adalah sebagai
pedoman penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Yogyakarta
Tahun Anggaran 2017 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan APBD Tahun

2017.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA
Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);



6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);



21) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

23) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
95);

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerabh;

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

27)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



28)Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/S] Tahun 2016 tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

29) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2017;

30) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;

31)Surat Edaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
903/09859 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017;

32) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun
1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

33) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

34) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

35) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

36) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 5);

37)Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 - 2016;

38) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2017;



BAB 11
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2015-2019 antara lain berisi misi
pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 khususnya misi yang pertama yaitu
mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional
tahun 2017 diharapkan dapat mencapai 7,1 persen. Untuk mendukung stabilitas ekonomi
yang kokoh maka laju inflasi ditekan pada tingkat inflasi yang cukup rendah dan stabil
dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi pada besaran inflasi 4,0 persen dan
bertambah atau berkurang 1 persen. Inflasi yang terkendali memungkinkan nilai tukar
dan suku bunga yang kompetitif sehingga mendorong sektor riil bergerak dan
berkembang dengan sehat. Tingkat kemiskinan nasional dapat ditekan pada angka 9 - 10

persen sedangkan tingkat pengangguran terbuka dapa kisaran angka 5,2 - 5,5 persen.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi industri strategis ekonomi domestik
akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan
energy serta upaya mendorong industry pengolahan dan pariwisata. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan
kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat
kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi : (1) perekonomian
dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru
yang terjadi pada periode 2015-2019, (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan

ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan
pembangunan ekonomi Kota pada tahun 2017 ditujukan dalam rangka Mewujudkan
masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada
penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi adalah dalam rangka memantapkan
tematik pembangunan tahun 2017 dan diwujudkan dengan mendorong serta
memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada
masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa

menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan
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perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka

kemiskinan.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2017
memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah meliputi pertumbuhan
ekonomi, PDRB, inflasi dan tenaga kerja. Selain itu juga memberikan gambaran mengenai
rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2017 yang meliputi perkiraan pertumbuhan

ekonomi, perkiraan laju inflasi, perkiraan PDRB harga berlaku dan harga konstan.

2.1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Daerah pada Tahun Sebelumnya

Indikator makro ekonomi dalam kerangka makro ekonomi daerah ini dilihat dari
indikator sebagai berikut:
2.1.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). PDRB ini menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang
dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah pada
periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB disusun berdasarkan harga
berlaku dan berdasarkan harga konstan. PDRB berdasarkan harga berlaku adalah
nilai barang dan jasa yang dihasilkan (yang totalnya membentuk PDB) dihitung
berdasarkan harga pasar pada tahun bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-
harga (efek inflansi) turut dihitung, Selanjutnya PDRB menurut lapangan Usaha
atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa dihasilkan dari daerah dalam
waktu tertentu, berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang
dipakai sebagai dasar (Indeks Harga Konsumen atau IHK=100).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu
wilayah. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2012 adalah sebesar
5,76 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang
berada pada angka 5,64 persen. Dua tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kota
Yogyakarta mengalami perlambatan, yaitu sebesar 5,64 persen pada tahun 2013
dan 5,22 persen pada tahun 2014. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami
peningkatan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan

produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor.
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Gambar 2.1Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014
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Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 tercatat sebesar 15,98
triliun rupiah atau meningkat sebesar 1,65 triliun dari tahun sebelumnya. Untuk
tahun 2014 BPS Kota Yogyakarta memperkirakan nilai PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku sebesar 17 ,7 triliun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Yogyakarta
secara konsisten selalu menunjukkan peningkatan positif, begitu pula halnya
dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) juga menunjukkan hal yang
sama. Nilai PDRB Atas dasar Harga Konstan di Kota Yogyakarta pada tahun 2011
tercatat sebesar 5,82 triliun rupiah sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar
6,86 triliun rupiah atau meningkat sebesar 1,01 triliun rupiah. Meskipun
pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak terlalu pesat,
akan tetapi dengan tetap positifnya perkembangan yang terjadi hal ini tetap

menjadi sebuah tanda positif bagi perekonomian Kota Yogyakarta.

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2011
menunjukkan bahwa sektor Jasa-jasa berada di tingkat atas distribusi yaitu
sebesar 24,74 persen, diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar
24,06 persen, kemudian sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 15,89
persen, serta sektor keuangan, sewa dan jasa perusahaan distribusinya sebesar
15,52 persen, diikuti sektor-sektor yang lainnya. Pada tahun 2014 tidak banyak
yang berubabh, tetap 4 sektor tersebut diatas yang mendominasi PDRB hanya saja
sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tadinya berada diurutan kedua, di

tahun ini berada di puncak distribusi, dengan nilai PDRB sebanyak 4,44 triliun
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rupiah, diikuti dengan sektor jasa-jasa dengan nilai PDRB sebesar 4,33 triliun,
kemudian sektor keuangan, sewa, dan jasa perusahaan dengan nilai PDRB
sebesar 2,88 triliun, yang keempat sektor pengangkutan dan komunikasi

mempunyai nilai PDRB sebanyak 2,73 triliun rupiah.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan hal yang hampir
serupa. Pada Tahun 2011 sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada di
puncak distribusi dengan besaran 25,12 persen, diikuti sektor jasa-jasa sebesar
20,69 persen, kemudian sektor pengankutan dan komunikasi mempunyai
distribusi sebesar 20,37 persen, dan berikutnya adalah sektor keuangan, sewa,
dan jasa perusahan mempunyai distribusi sebesar 14,11 persen. Sedangkan pada
tahun 2014, sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih di urutan pertama
distribusi. Urutan kedua dan ketiga bertukar posisi. Sektor Pengangkutan dan
Komunikasi berada diurutan kedua dengan nilai PDRB sebesar 1,42 triliun,
sedangkan sektor Jasa-jasa berada diurutan ketiga dengan nilai PDRB sebesar
1,41 trilin. Sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan berada di urutan

keempat dengan nilai PDRB sebesar 976,9 miliar rupiah.

Jika dilihat dari perkembangan struktur perekonomiannya, diketahui bahwa
dalam rentang 2011 sampai dengan 2014 perekonomian kota Yogyakarta
didominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, sektor Jasa-jasa, sektor
Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Keuangan, Sewa, dan Jasa
Perusahaan. Apabila dikaitkan dengan karakteristik wilayahnya yang merupakan
wilayah pusat perkotaan yang sekaligus merupakan pusat pemerintahan dan
perekonomian di Provinsi DIY, maka wajar bahwa perekonomian Kota
Yogyakarta didominasi oleh sektor-sektor tersier. Sektor dengan distribusi paling
rendah adalah sektor primer yang terdiri dari sektor pertambangan penggalian
dan sektor pertanian.Secara rinci distribusi masing-masing sektor dalam PDRB

dapat dilihat pada Tabel 2. 2 berikut.

Tabel 2.2 Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB M enur ut Lapangan Usaha Atas Dasar

Harga Berlaku Kota Y ogyakarta Tahun 2011-2014 (dalam jutaan rupiah)

Tahun
Sektor 2011 2012 2013 2014
(jutaRp) % (jutaRp) % (jutaRp) % (jutaRp)
Pertanian 34.080 0,26 35.572 0,25 38.728 0,24 39.166
Pertambangan& penggalian 631 0,00 662 0,00 690 0,00 700
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Tahun

Sektor 2011 2012 2013 2014
(jutaRp) % (jutaRp) % (jutaRp) % (jutaRp)
Industripengolahan 1246480 | 962 | 1305602 | 911 | 1502348 9,40 1.631.252
Listrik,gas& air bersih 220038 | 1,77 246075 | 172 | 266,631 1,67 285.530
Konstruksi (bangunan) 1056256 | 815 | 1171420 | 818 | 1.322.424 827 1.436.706
gerr;agf:r?a”’ ez 3118148 | 2406 | 3494900 | 2439 | 3.975.539 24,88 4.444.270
Pengangkutan&komunikasi | 2.059.134 | 1589 | 2222297 | 1551 | 2.458.788 15,38 2.729.948
ﬁ:fja;gzg’nse"’a A=) 2011360 | 1552 | 2288101 | 1597 | 2513.401 15,73 2.848.316
Jasarjasa 3207.308 | 2474 | 3562936 | 24,87 | 3.903.385 24,42 4.326.174
PDRB 12.962.435 | 100,00 | 14.327.563 | 100,00 | 15.981.933 100,00 | 17.742.062

Sumber : PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2014; BPS

Tabel 2.3 Nilai PDRB dan Distribusi Persentase PDRB M enurut Lapangan Usaha Atas Dasar
Harga Konstan Kota Y ogyakarta Tahun 2011-2014 (dalam jutaan rupiah)

Tahun
Sektor 2011 2012 2013 2014
(jutaRp) % (jutaRp) % (jutaRp) % (jutaRp)
Pertanian 17.755 | 031 17939 | 029 18.190 028 18.187,38
Pertambangan& penggalian 293 | 001 296 | 000 296 0,00 303
Industripengolahan 606.849 | 1043 598159 | 972 | 638805 9,83 669.587
Listrik,gas& air bersih 7L777 | 123 75936 | 123 79.699 1,23 81.998
Konstruksi 449854 | 773 475073 | 772 | 504309 7,76 538,696
gergag?:fa”’ ez 1460971 | 2512 | 1550070 | 2534 | 1649536 25,38 1.747.163
Pengangkutan&komunikasi | 1.185.006 | 20,37 | 1.268.866 | 20,63 | 1.366.604 21,03 1.423.847
ﬁ:fja;gzg’nse"’a R 820.765 | 14,11 886501 | 1441 | 923.103 14,20 976.918
Jasarjasa 1203297 | 2069 | 1269751 | 2064 | 1.318.358 20,29 1.407.606
PDRB 5.816.568 | 100,00 | 6.151.679 | 100,00 | 6.498.900 100,00 6.864.306

Sumber : PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2011-2014; BPS

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan
oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per
kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebesar
Rp 14.893.159,00 dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi Rp
15.612.923,00, sedangkan pada tahun 2013 sebesar Rp 16.139.158,00.
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Tabel 2.4. PDRB Per Kapita Kota Yogyakarta
Tahun 2011 - 2014 (dalam Rupiah)

) Tahun
R 2011° 2012 2013 2014°
Nilai PDRB (jutaRp) 5816568 | 6.151.679 | 6.498.900 | 6.864.306
Jumlah Penduduk (jiwa) | 390.553 | 394.012 | 402.679 | 413936
FIDIRE et ey i 14.893.159 | 15.612.923 | 16.139.158 | 17.433.492
(Rp/jiwa)

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 (BPS
Kota Yogyakarta)
Keterangan: (*) angka sementara (**) angka sangat sementara (***) angka sangat-
sangat sementara

2.1.3 Indeks Gini

Ketimpangan distribusi pendapatan dapat diukur salah satunya adalah dengan
indeks gini. Fungsi Indeks Gini/Gini Rasio berguna untuk membandingkan dan
mengukur tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk
secara kuantitatif. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai Koefisien
Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin
tidak merata apabila nilai Koefisien Gininya makin mendekati satu (1). Berikut
adalah pembagian klasifikasi ketimpangan lebih mendetail:

- Indeks Gini <3 = Ketimpangan rendah

- 3=<Indeks Gini <=5 = Ketimpangan moderat

- Indeks Gini >5 = Ketimpangan tinggi

Berikut ini adalah Grafik Nilai Indeks Gini di Kota Yogyakarta dari tahun 2011

sampai dengan 2013.
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Gambar 2.5 Grafik Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013
Sumber :BPSKota Yogyakarta 2011-2013
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Pada Tahun 2011, Kota Yogyakarta berada pada posisi ketimpangan moderat
dengan angka indeks gini sebesar 0,3509 lalu meningkat menjadi 0,4366 pada
tahun 2013, meskipun masih tetap pada posisi ketimpangan moderat..
Perkembangan Indeks Gini pada rentang tahun 2011-2013 menunjukkan
perkembangan negatif dengan terus bertambahnya nilai gini rasio. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat gap/kesenjangan yang meluas dalam
perekonomian penduduk di Kota Yogyakarta yang harus diperhatikan.

Selain Indeks Gini, kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari perhitungan
Indek ketimpangan versi Bank Dunia. Pemerataan pendapatan berdasarkan
pendekatan Bank Dunia memberikan 3 (tiga) kriteria penyebaran pendapatan
penduduk yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk
berpendapatan sedang dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Menurut
kriteria Bank Dunia, apabila 40% penduduk terendah memperoleh Kurang 12%
dari total pendapatan maka distribusi pendapatan dikatakan buruk (Tingkat
ketimpangan tinggi); antara 12% sampai 17% dikatakan tingkat ketimpangan
moderat; dan lebih dari 17% tingkat ketimpangan rendah. Kelompok yang
menjadi fokus dalam perhitungan berdasar Kriteria Bank Dunia adalah kelompok
40% penduduk dengan pendapatan terendah. Semakin besar persentase
pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukan distribusi

pendapatan penduduknya semakin merata.

Tabel 2.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia
di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

K elompokPenduduk 2011 T2a§1l12n 2013
40% PendudukBerpendapatanTerendah (%) 182 | 1797 | 1557
40% PendudukBerpendapatanM enengah (%) 3834 | 3834 | 3216
20% PendudukBerpendapatanTertinggi (%) 42,36 | 43,68 | 52,27

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2014

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, sama halnya dengan tren yang ditunjukkan oleh
indikator Indeks Gini, diketahui bahwa terdapat pergeseran tren yang cukup
signifikan dari tahun 2012 ke tahun 2013. Pada tahun 2011, 40% penduduk
berpendapatan terendah masih menikmati 18,2% dari total pendapatan yang ada.
Akan tetapi pada tahun 2013, kelompok penduduk ini hanya menerima 15,57%
dari total pendapatan, sementara pendapatan yang diperoleh 20% kelompok

penduduk berpendapatan tertinggi jauh lebih besar yaitu mencapai 52,27%.
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2.1.4

Pergeseran struktur pendapatan yang cukup signifikan pada tahun 2013
mengakibatkan Kota Yogyakarta tergolong sebagai kota dengan ketimpangan
moderat. [tu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak
memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Oleh
karena itu, hal ini patut menjadi perhatian karena besarnya perbedaan pendapatan
oleh kelompok-kelompok penduduk yang ada mengakibatkan kesenjangan

pendapatan yang semakin besar.

Inflasi

Laju inflasi merupakan indikator yang menggambarkan kenaikan/penurunan harga
dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya
beli masyarakat. Kestabilan inflasi menjadi penting bagi perekonomian dengan
pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak
negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pada tahun 2011 inflasi Kota
Yogyakarta adalah sebesar 3,88% dan terus mengalami kenaikan sampai pada
tahun 2013 yaitu sebesar 7,32%. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan
menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik
menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak
secara umum pada kegiatan ekonomi daerah yang lebih lanjut berdampak pada
pengangguran. Selain itu juga menimbulkan efek-efek kepada individu masyarakat
diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil masyarakat berpendapatan tetap,
mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian
kekayaan. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga
dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan
bahan bakar. Pada tahun 2014 ini tingkat inflasi Kota Yogyakarta mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,59% dan relatif lebih rendah
dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 8,6%. Pencapaian tersebut tidak
lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi
perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga
kestabilan harga.

Pada periode tahun 2011-2014, laju inflasi di Kota Yogyakarta menunjukkan
perkembangan rata-rata sebesar -2,8% dengan tren fluktuatif dan kecenderungan
menurun. Melihat perkembangan nilai inflasi pada rentang tahun ini, maka

didapatkan kesimpulan bahwa rerata kelompok pengeluaran bahan makanan
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merupakan penyumbang nilai inflasi yang paling besar. Akan tetapi pada tahun
2014 muncul kecenderungan baru dimana nilai inflasi sector transportasi ,
komunikasi dan jasa keuangan mengalami peningkatan relatif lebih besar apabila

dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya.

Tabel 2.7 Laju Inflasi Menurut Pengelompokan Pengeluaran Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2014

Inflasi Tahun (%) Pertumbuhan
No Kelompok Rata-rata
2011 2012 2013 2014 (% /tahun)
1 Bahan Makanan 1,82 8,10 12,31 7,70 -20,1
Makanan Jadi, 8,15 2,95 -14,3
2 Minuman, Rokok dan 7,07 6,90
Tembakau
3 Perumahan 3,01 2,99 5,18 8,92 12,9
4 Sandang 9,40 3,56 0,00 3,61 -9,6
5 Kesehatan 5,64 1,93 3,08 5,49 29,2
6 Pendidikan, Rekreas, 173 143 3,17 2,37 -13,6
Olah Raga
7 Transpgrtagi dan 24 13 10,45 9,36 139
Komunikasi
Inflasi Kota Yogyakarta 3,88 4,31 7,32 6,59 -2,8
Inflasi Nasional 2,68 4,24 7,99 8,22 47

Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah |stimewa Yogyakarta Desember 2012, 2013,
dan 2014, (Bank Indonesia,2015)

2.1.5 Tenaga Kerja

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen krusial untuk
menggerakkan pembangunan wilayah. Peranan individu dalam suatu daerah salah
satunya terwujud dalam partisipasi mereka sebagai tenaga kerja yang bertugas
untuk menggerakkan kegiatan perekonomian untuk mendongkrak pembangunan.
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses
pembangunan di suatu wilayah. Semakin besar jumlah tenaga kerja apalagi yang
disertai dengan ketrampilan dan keahlian yang memadai, akan semakin pesat
perkembangan suatu wilayah. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi
diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau
mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dihitung berdasarkan perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk
usia kerja. Kesempatan kerja memberi gambaran besarnya tingkat penyerapan
tenaga kerja. Keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas dalam kegiatan
ekonomi tahun 2013 mencapai 64,38 persen, lebih rendah bila dibandingkan
tahun 2012 yang hanya tercatat sebesar 66,97 persen. Angkatan kerja yang tidak

terserap (angka pengangguran terbuka) mengalami peningkatan yaitu dari 5,03
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persen pada tahun 2012 menjadi 6,45 persen pada tahun 2013. Dari tahun ke
tahun menunjukkan kecenderungan tingkat partisipasi angkatan kerja yang
semakin menurun, yang diikuti dengan peningkatan angka pengangguran terbuka.
Penurunan TPAK ini disebabkan karena perkembangan angkatan kerja di Kota

Yogyakarta selama ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia kerjanya.

Tabel 2.8 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Yogyakarta Tahun 2011-2013

Tahun Tingkat partisipasi Tingkat pengangguran Terbuka
Angkatan kerja

2011 68,26 5,57
2012 66,97 5,03
2013 64,38 6,45

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2013 (BPS Kota
Yogyakarta)

2.1.6 Kemiskinan
Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per
kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Yogyakarta. Hal ini
ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Adanya kemiskinan
mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup
minimal.Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk
mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan
bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilas
garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah garis kemiskinan
merupakan penduduk miskin.
Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan setiap
tahun selama kurun waktu 2004-2015, yang artinya jumlah penduduk miskin di
Kota Yogyakarta semakin sedikit. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta
relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi DIY dan
nasional. Pada tahun 2004, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 12,77%
dan pada tahun 2015 menurun hingga 8,61%. Kondisi ini berkesesuaian dengan
indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi

dan penurunan jumlah pengangguran.
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2.2,
2.2.1.

Tabel 2.9.
Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2004-2015 dan
Proyeksi Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2017

Realisasi/ Proyeksi | Tahun Tingkat gzl)mskman
Realisasi 2004 12,77
2005 10,50
2006 10,22
2007 9,78
2008 10,81
2009 10,05
2010 9,75
2011 9,62
2012 9,38
2013 8,82
2014 8,80
2015 8,61
Proyeksi 2017 8,35

Sumber; Hasil Olahan 2016

Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2017

Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomilTahun 2017, diperkirakan akan tetap mengandalkan
sektor-sektor ekonomi unggulan yaitu pada sektor-sektor perdagangan dan jasa
serta sektor andalan lain, sektor andalan lain yaitu jasa, hotel dan restoran, serta
pengangkutan dan komunikasi, serta pendidikan, hal ini disebabkan oleh
keterbatasan SDA yang dimiliki.. Pertumbuhan tersebut lebih banyak didorong
oleh kemajuan dibidang pariwisata, yang ditandai dengan banyaknya
pembangunan hotel-hotel baru di wilayah Kota Yogyakarta serta tetap tingginya
jumlah wisatawan. Mendasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun
2011-2013 dan perkiraan pencapaian pada tahun 2014, serta arah kebijakan
Pemerintah Pusat dan Pemerintah DIY, maka diharapkan sektor tersier tetap
berkembang dan sejalan dengan image kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan
dan tujuan pariwisata.

Dengan melihat kecenderungan pada tahun-tahun sebelumnya, maka tahun 2017

perekonomian Kota Yogyakarta diestimasikan tumbuh sebesar 5,3 - 5,58 persen.

'Sumber Bappeda Kota Yogyakarta
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Inflasi

Inflasi pada tahun 2011adalah sebesar 3,88 persen. Inflasi pada tahun 2012 sedikit
lebih tinggi dari pada tahun 2011 yaitu 4,31 persen dan laju inflasi Tahun 2013
sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 7,32 persen. Adapun pada tahun 2014 turun pada
angka 6,59 persen. Laju inflasi pada tahun 2017 diharapkan dapat ditekan pada
level 4,0 - 6,13 persen.

Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran
PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima
oleh masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian
Kota Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang
diterima oleh penduduknya. Pendapatan Per Kapita pada tahun 2017
Rp 54.305.690.

Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta
tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan
akan meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan
ekonomi dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada masa mendatang
diperkirakan ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan
penduduknya sehingga bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk

akan menjadi lebih besar.
Angka Pengangguran Terbuka

Angka pengangguran terbuka pada tahun 2017 diestimasikan pada kisaran 6,35-

5,3 persen.

11-12



BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(RAPBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Dalam penyusunan RAPBD Tahun 2017 memperhatikan asumsi dasar yang
dipergunakan Pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2017 adalah
sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh pada kisaran 7,1%
- Lajuinflasi ditargetkan pada kisaran 4,0%
- Jumlah penduduk miskin berkisar antara 8,5% sampai dengan 9,5%

- Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5 % sampai dengan 5,3%

3.2. Lajuinflasi

Harga barang dan jasa diharapkan pada tahun 2017 cukup stabil sehingga tidak
akan cukup berpengaruh pada laju inflasi, dalam bab terdahulu terlihat bahwa inflasi
pada tahun 2014 lebih tinggi dari tahun 2015. Laju inflasi pada tahun 2017 diharapkan
dapat ditekan pada level 4,0 - 6,13 persen.

Inflasi Kota Yogyakarta pada tahun 2015 yaitu 3,91% mengalami penurunan
apabila dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 6,59%. Penurunan laju inflasi
tersebut disumbang oleh turunnya kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok
Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar serta kelompok Transport, komunikasi dan

jasa keuangan.
3.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran tingkat kemakmuran suatu
wilayah. Pada kurun waktu 2011-2014, laju pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta
cenderung mengalami perlambatan. Sektor-sektor utama Kota Yogyakarta adalah sektor

tersier, antara lain perdagangan, transportasi, keuangan, dan jasa.
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Tabel 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014

Realisasi/ Proyeksi | Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%)
Realisasi 2011 5,84
2012 5,40
2013 | 547
2014 5,30
Proyeksi 2017 5,58
Sumber;

1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta 2010-2014, BPS Kota Yogykarta
2. Hasil olahan 2016

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2017 diperkirakan akan
meningkat. Asumsi lain yang digunakan dalam perhitungan ini adalah bahwa
pertumbuhan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan penggalian
diperkirakan akan melambat, sementara untuk pertumbuhan sektor-sektor lainnya
diperkirakan akan meningkat. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan
maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas
sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama
di Kota Yogyakarta adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa, sektor
keuangan, serta sektor pengangkutan. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun
2017 diperkirakan antara 5,3 hingga 5,58 persen dan akan meningkat dari tahun ke

tahun.
3.4. Pendapatan Per Kapita

Kesejahteraan penduduk Kota Yogyakarta yang dicerminkan dengan besaran
PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh
masing-masing penduduk secara rata-rata. Berkembangnya perekonomian Kota
Yogyakarta setiap tahunnya menyebabkan peningkatan pendapatan yang diterima oleh
penduduknya.

Pola pergerakan PDRB dan pola pergerakan jumlah penduduk Kota Yogyakarta
tahun-tahun sebelumnya maka PDRB per kapita Kota Yogyakarta diperkirakan akan
meningkat. Peningkatan PDRB per kapita ini akan mengikuti perkembangan ekonomi
dan perkembangan penduduk Kota Yogyakarta. Pada masa mendatang diperkirakan
ekonomi akan bertumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan penduduknya sehingga
bagian pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk akan menjadi lebih besar.

Pendapatan Per Kapita pada tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp 54.305.690.
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BAB 1V
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional
dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan
Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan
pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah
diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi

belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar

hukum penerimaannya.
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada
data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2017 yang berpotensi
terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan
pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5

tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran
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2016 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp20,45 triliun atau
18,07%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat
sebesar Rp13,47 triliun atau 16,82% dan untuk pemerintah kabupaten/kota
rata-rata meningkat sebesar Rp6,98 triliun atau 21,38%.

Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan
asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 78,95%, dengan
uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,69% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 62,26%.

Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total
pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan
Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 17,25%, dengan
uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,50% dan untuk
pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,91%.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari
pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan
kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi
daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang
terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi
daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan

penyetorannya.

d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit

10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada
kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 20009.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per
seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan
hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian
dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
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2)

g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai
penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum,
penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian
dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012.

h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S) yang diterima oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan
PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa
Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

j) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain
di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286
ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah

yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit

oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam

rangka meningkatkan PAD; dan
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b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan
umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas
maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Hal tersebut didasarkan pada tren peningkatan hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012

sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional meningkat rata-rata

sebesar Rp0,55 triliun atau 8,98%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi
meningkat rata-rata sebesar Rp0,30 triliun atau 9,63% dan untuk pemerintah

kabupaten/kota meningkat rata-rata sebesar Rp0,25 triliun atau 8,37%.

Dalam kaitan itu, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari

Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional

rata-rata sebesar 3,79%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata

sebesar 2,95% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 5,35%.

Selanjutnya, tren proporsi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2012

sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara nasional rata-rata sebesar 0,82%,

untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 1,42% dan pemerintah

kabupaten/kota rata-rata sebesar 0,57%.

Untuk perolehan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang

belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), karena tidak

memberikan bagian laba atau peningkatan pelayanan atas penyertaan modal
tersebut, pemerintah daerah harus melakukan antara lain langkah-langkah
penyehatan BUMD tersebut, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan
restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset

(disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih

dulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified

terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas
penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan

BUMD dimaksud merupakan kekayaan pemerintah daerah yang tercatat dalam

ikhtisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk
investasi jangka panjang non permanen,dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok
Masyarakat Penerima.

b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau
Jasa Giro DanaCadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan
sesuai peruntukannya.

c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum
menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/S] tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk
Teknis  Penganggaran, Pelaksanaan dan  Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP
Milik Pemerintah Daerah.

d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada
akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan
diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening

berkenaan.

4.1.2 Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan
(DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan
(DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan
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b)

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017
belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhirya itu Tahun Anggaran

2015, Tahun Anggaran 2014 danTahun Anggaran 2013; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer

ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2017
terdapat perubahan dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-
Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai
Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota
Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 belum ditetapkan, penganggaran
pendapatan DBH-CHT didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran

2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013; atau
2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer

ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 terdapat perubahan dan
ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
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penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku,
pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang
cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai
dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan

Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-
Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-
Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan
sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017
belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada:

1. Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran
2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2013, dengan
mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting)
minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2017; atau

2. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer
ke daerah Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017
mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari
DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA
diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan terdapat
perubahan dan ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-
SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
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Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi Tahun
Anggaran 2017 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau
selisih pendapatan Tahun Anggaran 2016, pendapatan lebih tersebut dianggarkan
dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR)
tahun-tahun anggaran sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di
rekening kas umum daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran
2017 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
Penganggaran DBH-DR terkait dengan penyerahan urusan Pemerintahan dari
Pemerintah Kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi agar
menganggarkan dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2017 atau
Peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk
menunjang program dan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah
anggaran pendidikan dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima
perseratus) dari total DBH-Migas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

c) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah
otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada informasi resmi dari
Kementerian Keuangan mengenai Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran
2017 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun

Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU
didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran

2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan
dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU
Tahun Anggaran 2016.
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Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan
diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada
peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran
2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran

2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017 belum
ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan
kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh
Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun

Anggaran 2017 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RL

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017
diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017.
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2)

3)

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2017 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus
tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2016
dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun
Anggaran 2017 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017.

Penganggaran Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2017.
Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer
lainnya Tahun Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi
Dana Transfer lainnya dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017.

Pendapatan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana
transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pada masing-masing
Peraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan dana transfer lainnya
dimaksud.

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak
Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi

Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2017.
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4)

5)

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 mendahului
penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2017, penganggarannya didasarkan pada
alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan
realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian
pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi
akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, ditampung dalam peraturan daerah
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum
maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah
kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang
sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum
tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus
tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017
ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan
bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan
dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2017.

Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah
daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam
negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat
dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak
ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya

tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara kepala daerah/pejabat yang diberi
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6)

7)

kuasa selaku pemberi dengan kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku
penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga
didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan kepala
daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening
berkenaan.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari
badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun
perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau
pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam
APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun
pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening
berkenaan.

Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang
Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas
umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3)
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun
Anggaran 2017 ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat
dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
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4.1.4 Target Pendapatan Daerah

Perkembangan perekonomian Kota Yogyakarta dan Daerah DIY secara lebih

umum telah membaik, aktifitas perkonomian terutama didorong oleh lokomotif

pariwisata dan pendidikan yang mengakibatkan sektor-sektor perekonomian lainnya

seperti jasa, perdagangan, hotel dan restoran terus meningkat. Peningkatan tersebut tentu

dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk dana perimbangan

menggunakan plafon anggaran 2016 sampai ada keputusan Menteri Keuangan. Perkiraan

Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah

ini:

Tabel IV.1
Pendapatan Daerah TA 2016 dan Perkiraan TA 2017

ANGGARAN (Rp.)
NO. URAIAN
Tahun 2016 Tahun 2017
PENDAPATAN DAERAH 1.631.765.404.767 | 1.498.218.489.056
I PENDAPATAN ASLI DAERAH 503.488.602.271 510.300.309.908
1. Pajak Daerah 314.421.000.000 336.106.500.000
2. Retribusi Daerah 38.200.198.078 35.093.702.750
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang 14.989.732.029 25.659.452.193
Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 135.877.672.164 113.440.654.965
II. | DANA PERIMBANGAN 967.286.298.780 836.132.875.432
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 55.713.758.000 55.713.758.000
Dana Alokasi Umum 670.278.830.000 670.278.830.000
Dana Alokasi Khusus 241.293.710.780 110.140.287.432
III. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 160.990.503.716 151.785.303.716
Hibah - -
Dana Darurat - -
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan 108.860.439.716 108.860.439.716
Pemerintah Daerah lainnya
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40.424.864.000 40.424.864.000
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 11.705.200.000 2.500.000.000

Pemerintah Daerah lainnya
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4.1.5 Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1.

10.

11.

Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang
pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.

Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.

Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan
pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang
berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi
pelanggaran.

Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang
patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang
melanggar.

Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana
Perimbangan.

Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan
masyarakat dan pelaku usaha.

Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar
dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas
jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.

Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
Menegakkan peraturan dengantegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Selain kebijakan umum pendapatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kota

Yogyakarta juga mengupayakan sumber pendanaan lainnya untuk melakukan percepatan

pencapaian tujuan pembangunan. Percepatan tersebut dengan melakukan upaya-upaya

pemasaran program kepada pihak-pihak lain seperti Lembaga-lembaga donor/funding,

BUMN lewat Corporate Social Responsibility (CSR), dan mengikuti program-program

khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah DIY.
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4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah
yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib
terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta
berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a)
pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h)
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan
informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (1) penanaman modal, (m)
kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q)
perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan
perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya
mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam
konteks daerah, satuan kerja  perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas
efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan
informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur

dan target kinerjanya.

4.2.1 Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
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1) Belanja Pegawai

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah
(PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD
sesuai formasi pegawai Tahun 2017.

3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan
acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah
belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD
Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BP]JS, tidak diperkenankan dianggarkan
dalam APBD.

5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan

keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
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2)

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan
kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

8. Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang
bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam
APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja
sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik

jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan

pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Belanja Subsidi

Pemerintah  daerah  dapat menganggarkan  belanja  subsidi  kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain

dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service

Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga

tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya

belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut
menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup
orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017,

perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai

dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

IvV-17



4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD
mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan
Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD,

serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan
rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada
pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran
2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi
dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal
94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian

dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling
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d)

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah
kabupaten/kota.

Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah
provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa
dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota
dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil

pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

a)

b)

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah
lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk
mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari
pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar
daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun
Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek
belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama
partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan
keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman
Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan
desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada

pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk
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membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa
(ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada
pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana
perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran
2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat
(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015.
Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan
bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan,
belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah
daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima
bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas
umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang
saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan
Perbankan.
7) Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk
mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk
program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
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4.2.2 Belanja Langsung
Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan
kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan,
yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah
kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan
kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan
dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga
satuan regional.

Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan
pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD.
Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam
negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas
kemampuan teknis.

2) Belanja Pegawai
a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran

honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
benar-benar memiliki peranan dan Kkontribusi nyata terhadap efektifitas

pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan
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b)

Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).f) dan pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan
tersebut pada a.1).g).

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja
pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD
dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

3) Belanja Barang dan Jasa

a)

b)

d)

Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis
Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja
baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai
Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain
yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya
diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat
perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata
yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan
volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang
Tahun Anggaran 2016.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan
pelayanan Kkesehatan tersebut hanya berupa pelayanan Medical check up
sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami
dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan
dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum

Pusat di daerah.
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f)

g)

h)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang
tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan
kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat
menganggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani
urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah
Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik
Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/S]
tanggal 5 Mei 2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran
sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya
dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/S] tanggal 5 Mei 2014.
Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD
sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan
besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa
dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain
di bidang hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan
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j)

k)

sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi

banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar

negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan
dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi
banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus
penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden

Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas

Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah,

penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek

pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal
sebagai berikut:

1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen
sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan
fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau
tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya
penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota
tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan
dibayarkan secara lumpsum.

5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas,

efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
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1) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD
diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran
perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis
atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:

1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau
sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan
memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta
manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya
diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau
aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar
Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

0) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman
pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4) Belanja Modal

a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD
Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada

masyarakat.
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b)

Pemerintah daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal,
mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2016
Rp248,38 triliun atau 22,97%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp58,47
triliun atau 19,87% dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp189,92 triliun atau
24,42%.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan
mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan
pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta
ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan
barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan
penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new
initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri
Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan
ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor
baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal
Penundaan/Moratorium  Pembangunan  Gedung Kantor  Kementerian
Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung
dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
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Tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari
APBD.

d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan

dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak
berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal
kapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut
adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan,
sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran [ Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar
Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud
Berbasis Akrual.

e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya
rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset
(capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang
memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk
peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan
kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran [ PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.

6) Surplus/Defisit APBD
a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah

dengan anggaran belanja daerah.
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b)

d)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi)
daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada
pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial
tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan
tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan
penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari
sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah
dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS
antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan
Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD.
Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan
ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan
wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran
2017 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi
surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap
semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 dan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Daerah harus menghindari
Belanja melampaui batas defisit APBD yang diperkenankan oleh ketentuan
tersebut di atas.

Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemerintah Daerah
wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman

daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
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Tabel IV.3

Perkiraan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

NO URAIAN ANGGARAN (Rp)
Tahun 2016 Tahun 2017
2 BELANJA DAERAH 1.888.625.439.858 1.637.928.718.912
2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG 854.702.976.493 683.235.563.423
2.1.1 | Belanja Pegawai 789.259.217.750 620.496.515.975
2.1.2 | Belanja Bunga - -
2.1.3 | Belanja Subsidi - -
2.1.4 | Belanja Hibah 57.235.161.325 56.620.985.000
2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial 2.147.935.000 1.907.400.000
Belanja Bagi Hasil kepada
2.1.6 | Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan - -
Desa
217 Belanja Bantuan Keuangan kepada 3.060.662.418 1.210.662.448
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik
2.1.8 | Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000 3.000.000.000
2.2 | BELANJA LANGSUNG 1.033.922.463.365 954.693.155.489
2.2.1 | Belanja Pegawai 172.283.508.837 -
2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa 548.283.190.373 -
2.2.3 | Belanja Modal 313.355.764.155 -
JUMLAH BELANJA DAERAH 1.888.625.439.858 1.637.928.718.912
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 sebagai rencana pembangunan

nasional untuk tahun 2017 mempunyai tema pembangunan “Memacu Pembangunan

Infrastruktur dan Ekonomi untuk

Mengurangi

Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah’.

Meningkatkan Kesempatan Kerja serta

Adapun prioritas

pembangunan nasional tahun 2017 dirinci menjadi 5 (lima) prioritas nasional sebagai

berikut:

1) Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

2) Pembangunan Sektor Unggulan;

3) Pemerataan dan Kewilayahan;

4) Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;

5) Pembangunan Ekonomi.
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Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka

tema pembangunan Pemerintah DIY 2017 yang tercantum pada RKPD Pemerintah DIY

Tahun 2017 adalah “Mewujudkan kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui

pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”

1
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Sedangkan prioritas pembangunan adalah:
Sosial Budaya;
Kesehatan;
Pendidikan;
Pertumbuhan Ekonomi;
Lingkungan Hidup dan Peningkatan Infrastrukutur;
Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang.

Kinerja Aparatur dan Birokrasi

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan

daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah: “Meningkatnya Sumberdaya

Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas menuju Kota Yogyakarta yang sejahtera,

mandiri, nyaman dan berbudaya “.

«

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:
Meningkatnya Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Berkualitas
Dimaknai sebagai upaya wilayah dalam membangun dan memantapkan SDM yang unggul dan
pelayanan publik yang memadai dalam rangka mewujudkan daya saing daerah.
Berbudaya dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat mampu menjaga kekuatan dan
kearifan budaya lokal sekaligus mampu menerima dinamika budaya lokal sekaligus mampu
menerima dinamika budaya dari luar yang positif
Mandiri dimaknai sebagai masyarakat yang dapat mengatasi permasalahannya dan tantangan
yang ditandai dengan tingkat partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan jiwa sosial yang
baik, tingkat perekonomian yang baik, serta angka harapan hidup tinggi.
Nyaman dimaknai sebagai kondisi di mana kualitas hidup masyarakat meningkat
dengan kemampuan mengakses infrastruktur, makanan, udara bersih, perumahan
yang terjangkau, lapangan kerja, dan ruang/taman hijau.
Sejahtera dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang relatif terpenuhi kebutuhan hidupnya
secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam kehidupan. Peningkatan
kesejahteraan masyarakat dilihat dengan menggunakan indikator :
- Pertumbuhan ekonomi,
- Pengangguran,

- Penduduk miskin,
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- Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan

- Indeks Pengembangan Gender (IPG).

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang
bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun
2017 yaitu:

1) Sosial Budaya;

2) Kesehatan;

3) Pendidikan;

4) Pertumbuhan Ekonomi;

5) Lingkungan Hidup dan Peningkatan Infrastrukutur;
6) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;

7) Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas
dimaknai sebagai berikut:
1. Sosial Budaya
Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan
kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya
lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai
keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kesehatan
Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan :
1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat.
3. Pendidikan
Prioritas pendidikan diarahkan pada wupaya mewujudkan pendidikan yang
berkarakter melalui :
1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini,
pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib

belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah;
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2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal
dan informal.

4. Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan
perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan
ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui
pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan
infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur
Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada
pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan,
serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan
wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap
upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan
konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di
Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang
Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema
penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan
yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai,
sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan
penanganan transportasi, serta kualitas tanah.
Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan
rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi
Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan

kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan.

4.3 Pembiayaan Daerah
4.3.1 Penerimaan Pembiayaan
1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam

rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran
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2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang
direncanakan.

2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari
pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan
daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun

pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan
kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek
dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat
tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera
melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-
undangan.

4) Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah
untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan
penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam
Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

5) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan
pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh
pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman
dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal

301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

4.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat
menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana
bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD
dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan
daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian
obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan
kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan

Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
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2)

3)

4)

5)

Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah
sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh
Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan
daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan
daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut
belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal
melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan
perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan
penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat
lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor
perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan
modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan
Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).

Dalam Rangka mendukung kebijakan paket ekonomi pemerintah terkait
dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal
dan/atau penambahan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah baik lembaga
keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan sesuai
peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s
(SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah
perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh per seratus) dan di wilayah

perdesaan sebanyak 60% (enam puluh per seratus), pemerintah daerah perlu
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6)

memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah
penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari
pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan
untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem
penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan
cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan
penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan
kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan
sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan
modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, pemerintah
daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam
rangka memperbesar skala usaha PDAM.

Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai
penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan
penggabungan PDAM dimaksud.

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah kecuali
dari DAK, pinjaman Daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan
pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas

umum Daerah.
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Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,

dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil

tetap dengan risiko rendah.

7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana

diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011.

4.4 SisaLebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran

2017 bersaldo nol.

2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun

Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan

program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang

telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan

pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan

kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas

dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel IV.4
Penerimaan Pembiayaan TA 2016 dan Perkiraan TA 2017

ANGGARAN (Rp)
NO URAIAN
Tahun 2016 Tahun 2017
I [PENERIMAAN PEMBIAYAAN 256.860.035.091 144.710.229.856
1 |Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 256.677.851.091 144.710.229.856

Tahun yang lalu

Pencairan dana Cadangan

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

182.184.000

Penerimaan Piutang daerah
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ANGGARAN (Rp)

NO URAIAN
Tahun 2016 Tahun 2017
I PENGELUARAN PEMBIAYAAN 5.000.000.000
1 |Pembentukan dana cadangan -
2 |Penyertaan modal Pemerintah Daerah 5.000.000.000
3 |Pembayaran Pokok Utang -
4 Pemberian Pinjaman Daerah -
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